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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

rahmatNya , Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kapanewon 

Pundong  ini dapat diselesaikan pada waktunya. 

 

Forum Konsultasi Publik Kapanewon Pundong diselenggarakan untuk mereview 

Standar Pelayanan yang disesuaikan dengan perubahan layanan di Kapanewon 

Pundong dan  evaluasi pelayanan di Kapanewon Pundong, serta menampung saran 

dan masukan berbagai pihak dalam rangka peningkatan pelayanan publik di 

Kapanewon Pundong. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran identifikasi 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog 

yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun 

beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan 

kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara 

pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan 

masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan 

hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, 

serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan 

diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan 

memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, 

penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan 

menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir 

dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

FKP penting untuk diselenggarakan pada Kapanewon Pundong Kabupaten 

Bantul. 
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2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

  Tujuan dilakukan FKP untuk mermperoleh pemahaman hingga solusi antara 

penyelenggara pelayanan dan masyarakat, dalam hal ini meliputi pemahaman 

tentang review Standar Pelayanan yang dilakukan di Kapanewon Pundong, 

penerapan dan evaluasi kebijakan terkait dengan standar pelayanan dalam 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Pundong 

Kabupaten Bantul. 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan 

publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan; 

b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan; 

c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan 

untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam 

memberikan layanan kepada publik; 

f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

 

3) Publik 

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-

Undang Pelayanan Publik; 

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau 

sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 
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d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

      Ruang lingkup dalam penyelenggaran FKP meliputi : 

1. Review Standar pelayanan  

2. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 

3. Survey kepuasan masyarakat 

4. Kebijakan lain terkait dengan pelayanan publik  

 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari   : Selasa  

Tanggal  : 23 Juni 2026 

b. Tempat Pelaksanaan  

Aula Kapanewon Pundong. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Kapanewon Pundong 

Kabupaten Bantul. 

b. Peserta FKP 

Peserta FKP terdiri dari ; 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 

2. Bagian Organisasi Setda Bantul  

3. Forkopimkap 

4. Lurah se Kapanewon Pundong 

5. Petugas Register Kalurahan 
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6. Akademisi  

7. Paguyuban Dukuh Kapanewon Pundong  

8. Dukuh  

9. Media Kalurahan Panjangrejo 

10. Karang Taruna Kapanewon Pundong  

11. Masyarakat Pengguna Layanan  

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik  dilakukan secara  tatap muka / 

pertemuan. 

 

4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

08.30 s.d 09.00 Registrasi Peserta   

09.00 s.d 09.15 Sambutan dan pengarahan dilanjutkan 

Pembukaan oleh Panewu  

Dipandu MC 

09.15 s.d 10.00 Pemaparan Standar Pelayanan 

Kapanewon dan hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat semester I tahun 2026 oleh 

Kepala Jawatan Pelayanan Umum 

  

09.30 s.d 10.15 Pemaparan materi dari Bagian Organisasi 

Setda Bantul 

Kabag. 

Organisasi  

10.15 s.d 11.00 Pemaparan materi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pundong  

Kabid 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk  

11.00 s.d 11.30 Diskusi dan tanya jawab    

11.30 s.d 12.00 Tanggapan   

12.00 s.d 12.15 Penandatanganan Berita Acara Hasil 

Forum Konsultasi Publik  

  

12.30 WIB Penutup   
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

a. Standar Pelayanan yang sudah tidak relevan 

b. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2026 

c. Prosedur pelayanan  

 

2. Analisis 

a. Standar Pelayanan perlu disesuaikan dengan dilakukan review Standar 

Pelayanan. 

b. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan secara berkala terhadap pelayanan 

di Kapanewon. 

c. Masyarakat pengguna layanan agar diberikan pemahaman terkait dengan 

Prosedur Pelayanan. 

 

3. Rencana Aksi 

a. Melakukan review Standar Pelayanan Kapanewon 

b. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara optimal  

c. Sosialisasi terkait dengan prosedur pelayanan sesuai dengan SOP layanan. 
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D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait review Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik ini, maka Kapanewon Pundong berkomitmen untuk : 

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga 

akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Pundong; 
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LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani 
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LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir 

 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN III Surat Undangan 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan 

 

Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Kapanewon Pundong 

 Selasa , 23 Juni 2026 
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Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP tahun 2026 
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Dokumentasi kegiatan tindak lanjut FKP tahun sebelumnya 

 

 

Sosialisasi Standar Pelayanan Umum Kapanewon Pundong Tahun 2025 
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